BAB V
PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan
(PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Hotel
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini diolah dengan menggunakan
Eviews 9. Dalam penelitian ini digunakan model Vector Error Corection Model untuk
melakukan pengujian.

A. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel
(Pajak Bumi dan Bangunan) PBB memiliki pengaruh negatif signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik itu pada jangka panjang
maupun pada jangka pendek. Hal itu dikarenakan pengalihan PBB yang
sebelumnya adalah pajak pusat menjadi pajak daerah, berdasarkan UU No.
28 Tahun 2009. Dari pengalihan tersebut, wewenang untuk memungut PBB
diserahkan pada pemerintah daerah, hal tersebut dapat menjadi tantangan
sekaligus potensi pendapatan yang dapat mempengaruhi peningkatan
Pendapatan Asli Daerah.

Karena PBB merupakan pajak daerah baru, maka dalam pengelolaan

dan pemungutan PBB yang masih belum optimal dan juga terdapat kendala
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lain dalam rangka optimalisasi pajak seperti dari kurangnya kesadaran wajib
pajak ataupun dari sistem pengelolaannya dan petugas pemungut pajak yang
masih belum maksimal. Penerimaan PBB juga mengalami fluktuatif pada
periode bulan Januari — Desember dari tahun 2014-2019. Hal tersebut
dikarenakan sistem pembaaran yang masih sulit dipahami oleh masyarakat
atau wajib pajak. Jadi Pemerintah Daerah perlu melakukan optimalisasi
sistem pengelolaan dan pemungutan supaya dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah.

Grafik 5.1
Target dan Realisasi PBB Tahun 2014-2019
(dalam Rupiah)
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Sumber: Data Bapenda Tulungagung 2014-2019, data diolah.

Pada grafik 5.1, menjelaskan bahwa pada realisasi PBB ditiap
tahunnya mengalami penerimaan yang fluktuatif. Pada tahun 2014-2016
PBB mengalami peningkatan cukup signifikan, kemudian ditahun 2017 PBB
mengalami peningkatan yang cukup banyak dibanding di tahun sebelumnya

yakni sebesar Rp.27.056.181.455,00. Realisasi PBB pada tahun 2018
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mengalami peningkatan sebesar 6,12% kemudian pada tahun 2019 realisasi
PBB mengalami penurunan peningkatan sekitar 1,59% yaitu hanya
Rp.165.821.672,00 yaitu menjadi sebesar Rp.29.178.222.853,00. Begitupun
pada penerimaan PBB pada tiap bulan dalam per tahunyna, jumlah realisasi
PBB juga mengalami penerimaan yang cukup fluktuatif. Meski penerimaan
dari PBB pada tiap bulannya mengalami penerimaan yang cukup fluktuatif,
namun pada jumlah penerimaan realisasinya per-tahun dapat memenuhi atau
bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa sejak
berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut PBB diserahkan kepada
pemerintah daerah atau kota.'?! Dengan pernyataan tersebut seharusnya dari
penerimaan PBB dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh Dinda,dkk'??, yang menunjukkan bahwa variabel Pajak Bumi
dan Bangunan berpengaruh negatif signifikan. Hal tersebut dikarenakan
beberapa alasan vyaitu: (1) Adanya masyarakat/Wajib Pajak belum
seluruhnya belum seluruhnya mengetahui dan memahami peraturan daerah

khususnya peraturan perpajakan. (2) Lemahnya penegakan hukum terhadap

12 Mardiasmo, Perpajakan Edisi terbaru 2016....., hal. 406.

122 Dinda Rachmah Arifiana,dkk, Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, Dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019), dalam Jurnal Ekonomi
Syariah Pelita Bangsa, Vol. 5 No. 2 November 2020.
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kepatuhan membayar pajak. (3) Data base WP belum akurat (khususnya
PBB-P2) dan masih jauh dari sempurna. (4) Kualitas Sumber Daya yang
kurang dan keterbatasan tenaga operasional. (5) Kurangnya kesadaran wajib
pajak. (6) Faktor pendidikan. (7) Wajib pajak tidak membayar sesuai dengan
waktu yang ditentukan.

Menurut Mugiyarti*?*, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
PPB mengalami penurunan pada beberapa periode. Hal tersebut terjadi
karena PBB mengalami fluktuatif dan hal tersebut dikarenakan adanya
kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB sehingga berdampak
pada jumlah penerimaan PBB terhadap PAD. Kendala-kendala tersebut
diantanya wajib pajak tidak ditemukan dan data tidak valid. Hal lainnya
yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB terhadap PAD bukan hanya
bersumber pada pemasukan PBB saja melainkan dari pemasukan pajak yang
lainnya seperti retribusi daerah dan pajak lainnya yang sah. Faktor lain yang
jugadapat mempengaruhi penerimaan PBB salah satunya adalah masyarakat
yang enggan membayar pajak dikarenakan faktor ekonomi, kesadaran wajib
pajak yang masih rendah, dan juga kualitas pelayanan yang masih kurang.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan

sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

2 Mugiyarti, “Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-PP terhadap Pendapatan Asli Daerah
dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Periode 2012-
2016)”, dalam Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
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Penelitain yang dilakukan oleh Ria Lusiana dan Siti Hotimah'®* juga
menunjukkan PBB berpengaruh signifikan. Akan tetapi walaupun PAD
mengalami peningkatan, hal tersebut tidak mampu memenuhi anggaran
belanja dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini dipengaruhi
kurang ketatnya usaha pemungutan terhadap PBB. PBB juga mengalami
fluktuatif selama bulan Januari — Desember dalam beberapa periode,
disebabkan kurang ketatnya pemungutan pajak yang disebabkan oleh
beberapa faktor seperti, masyarakat atau Wajib Pajak belum seluruhnya
mengetahui dan memahami peraturan daerah khususnya peraturan
perpajakan, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar
pajak, data base WP belum akurat (khususnya PBB) dan masih jauh dari
sempurna. Kualitas Sumber Daya yang kurang dan keterbatasan tenaga
operasional. Sehingga dalam hal ini pemerintah dituntut untuk lebih
meningkatkan lagi kebijakannya yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan

Bangunan.

B. Pengaruh Bea Perolehatan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh

124 Ria Lusiana dan Siti Hotimah Nurjanah, “Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lebak”, dalam Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis, Vol. 5 No.
3, Tahun 2017.
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signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jangka panjang
maupun pada jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada
peningkatan pada BPHTB maka tidak akan berpengaruh terhadap jumlah
penerimaan PAD. Hal itu dikarenakan pengalihan BPHTB yang sebelumnya
adalah pajak pusat menjadi pajak daerah, berdasarkan UU No. 28 Tahun
2009. Pengalihan tersebut menjadikan BPHTB tergolong sebagai pajak
daerah baru, sehingga pengelolaannya belum optimal. Dan dari pengalihan
tersebut diketahui juga dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah
dalam pengelolaannya juga sekaligus potensi pendapatan daerah yang dapat
meningkatkan anggaran daerah. Selain itu, sumber penerimaan PAD yang
tidak hanya dari BPHTB saja tetapi ada juga sumber penerimaan dari pajak
daerah yang lainnya ataupun faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini yang

dapat mempengaruhi PAD.

Grafik 5.2
Penerimaan BPHTB Januari 2014 — Desember 2019
(dalam Rupiah)
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Sumber: Data Bapenda Tulungagung 2014-2019, data diolah.
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Dari grafik 5.2 diatas, dijelaskan bahwa jumlah penerimaan BPHTB
pada tiap bulan dalam per tahunnya memiliki angka yang fluktuaktif. Jumlah
penerimaan BPHTB yang diperoleh belum bisa maksimal karena dalam
pelaksanaan pemungutannya mengalami beberapa kendala yaitu, sifat
pemungutan BPHTB yang dilakukan berdasarkan self-assessment system,
yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah
BPHTB yang terutang. Dari hal tersebut menyebabkan tidak semua wajib
pajak melaksanakan kewajibannya atau dengan kata lain tidak semua wajib
pajak melaporkan properti kena BPHTB yang dimilikinya. Hal tersebut
dapat mempengaruhi jumlah penerimaan dari BPHTB yang juga akan
berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga perlu
adanya evaluasi dan monitoring antar semua pihak.

Dapat diambil kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat
terkait dengan pembayaran pajak, kemudian pelayanan atau prosedur yang
kurang efektif dapat menyebabkan masyarakat kesulitan dalam pembayaran
pajak dan dapat menjadi faktor ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak,
seperti misalnya tidak semua wajib pajak melaporkan properti kena BPHTB
yang dimilikinya, adanya wajib pajak yang memanipulasi pembayaran pajak
untuk menghindari tarif pajak yang tinggi atau masih adanya wajib pajak
yang menunggak dalam pembayaran pajak tersebut. Sehingga dapat
berpengaruh terhadap penerimaan pajak BPHTB dan akhirnya juga dapat

berdampak pada jumlah penerimaan terhadap PAD.
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Langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala atau
faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan BPHTB diantaranya yaitu
dengan melakukan kerjasama yang saling berkesinambungan antara instansi
dan wajib pajak dari segi komunikasi, informasi, maupun sosialisasi. Dan
untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan
kewajibannya, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ekstra dan apabila
diperlukan bisa memberikan sanksi untuk para wajib pajak yang melanggar
kewajiban perpajakannya, agar wajib pajak bisa lebih tertib lagi dalam
membayar pajaknya dan memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap
wajib pajak maupun petugas yang terkait dengan pembayaran dan
pemungutan pajak terutang yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa dari
pengalihan pengelolaan BPHTB menjadi pajak daerah, BPHTB diserahkan
sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu merupakan sebuah
tantangan sekaligus potensi pendapatan yang mampu memperbesar anggaran
daerah.'®® Dan juga perlu diketahui bahwa dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah tidak hanya ada BPHTB saja tetapi ada beberapa faktor lain
yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah vyaitu: Pajak Hotel,

Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

125 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Malang: Tim UB Press,
2017), hal. 22
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Logam dan Mineral,Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan perkotaan.*®

Hasil dari penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Igbal dan Sukma Juniar**’ yang
menjelaskan bahwa BPHTB tidak berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu adanya wajib pajak yang memanipulasi pembayaran pajak
untuk menghindari tarif pajak yang tinggi atau masih adanya wajib pajak
yang menunggak dalam pembayaran pajak tersebut.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Mirnawati'®, juga menjelaskan bahwa bahwa BPHTB berpengaruh tidak
signifikan terhadap PAD, hal tersebut dilihat dari penerimaan BPHTB sejak
tahun pertama pengelolaan setelah dialihkannya dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah proporsinya terhadap penerimaan PAD masih rendah dan
elastisitas BPHTB terhadap PAD bersifat inelastis. Hal tersebut

menunjukkan bahwa perubahan penerimaan BPHTB yang terjadi tidak akan

berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PAD. Walaupun proporsinya

126 Dede Suleman, “Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor”, dalam Jurnal Moneter,
Volume 5 No. 2, Oktober 2018

27 Muhammad lgbal dan Sukma Juniar, “Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung”, dalam Jurnal JISIPOL, Volume 4, Nomor 2, Juli 2020 (53-
71), llimu Pemerintahan Universitas Bale Bandung.

128 Mirnawati, Analisis Dampak Peralihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros, dalam Skripsi, Universitas
Hasanuddin Makassar, 2013.
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masih kecil dan bersifat inelastis namun terdapat hubungan yang kuat atau
positif antara BPHTB dengan PAD.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yelly Zamaya dkk?®

BPHTB yang diperoleh oleh daerah kajian belum bisa maksimal karena
dalam pelaksanaan pemungutannya mengalami beberapa kendala yaitu, tidak
semua wajib pajak melaporkan properti kena BPHTB yang dimilikinya.
Solusi untuk masalah ini adalah peran aktif dari dinas-dinas terkait terutama
perizinan membuat bangunan, perpajakan dan pertanahan negara untuk
saling berkoordinasi dan bersinergi data. Sifat pemungutan BPHTB yang
dilakukan berdasarkan self-assessment system, vyaitu wajib pajak
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah BPHTB yang

terutang, menyebabkan tidak semua wajib pajak melaksanakan

kewajibannya. Harus ada evaluasi dan monitoring antar semua pihak.

C. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel
pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pada uji jangka pendek Pajak Hotel juga berpengaruh positif signifikan
terhadap PAD. Dengan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketika ada

peningkatan pada pajak hotel maka akan ada juga peningkatan yang terjadi

29 Yelly Zamaya, “Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(BPHTB) Kota Pekanbaru Dan Kota Dumai”, dalam Jurnal IImu Ekonomi, Volume 1 Nomor 1, Mei
2020 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare, hal. 42
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pada PAD. Hal ini dikarenakan sistem pengelolaan dan juga pemungutan
pada pajak hotel yang optimal, dan juga faktor-faktor lain yang dapat
meningkatkan penerimaan pajak hotel diluar variabel yang digunakan oleh
peneliti, seperti jJumlah kamar hotel dan wisma yang meningkat dalam setiap
tahunnya berdampak pada jumlah penerimaan pada pajak hotel yang juga
akan meningkat dan hal tersebut secara tidak langsung juga akan

mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Grafik 5.3
Penerimaan Pajak Hotel Januari 2014 — Desember 2019
(dalam Rupiah)
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Sumber: Data Bapenda Tulungagung 2014-2019, data diolah.

Dari grafik 5.3 diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel
mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya. Dan
realisasi penerimaan dari pajak hotel juga telah memenuhi bahkan melebihi
target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 jumlah penerimaan pajak hotel

mengalami peningkatan yaitu sekitar 5,6%, yaitu dari yang sebelumnya
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tahun 2017 memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp. 2.925.114.480,00, lalu
pada tahun 2018 terealisasikan jumlah realisasi penerimaan yaitu sebesar Rp.
3.090.936.152,00, realisasi dari tahun 2017 ke tahun 2018 tersebut
bertambah Rp.165.821.672,00. Kemudian pada tahun 2019 juga mengalami
peningkatan  penerimaan yaitu 17,26% dengan jumlah sebesar
3.735.934.373,00.

Pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan kebijaksanaan dan
keefektifan keputusan yang berhubungan dengan pajak. Sebab apabila
pemungutan Pajak Hotel bisa lebih ditingkatkan terutama dari sistem
penagihan yang diperketat dan juga pada pemungutan lebih ditingkatkan lagi
agar lebih efisien dan efektif maka hal tersebut akan dapat mengoptimalkan
peningkatan jumlah penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam
upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dapat dilakukan dengan
diperbaikinya sarana penunjang pariwisata dan juga dari segi pelayanan dari
pihak hotel diharapkan mampu menambah jumlah wisatawan yang datang
berkunjung ke Kota Tulungagung. Hal ini diharapkan dapat menambah
penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan
nantinya juga akan berdampak pada jumlah penerimaan Pendapatan Asli
Daerah.

Selain dari penerimaan dari pajak hotel terdapat juga jenis penerimaan
pajak lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan

Asli Daerah. Jadi, dari hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi ataupun
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langkah-langkah lainnya agar wajib pajak segera membayar pajak yang telah
ditangguhkan kepada mereka dan bila diperlukan bisa memberikan sanksi
bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya. Hal-hal tersebut tentu saja
bukan hanya berlaku untuk pajak hotel saja tapi juga pajak yang lainnya agar
dapat lebih meningkatkan penerimaan PAD.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa sumber-
sumber yang dapat dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah salah satunya adalah dari pajak daerah.*® Dari pernyataan
tersebut diketahui bahwa secara tidak langsung pajak hotel juga termasuk
sumber yang dapat meningkatkan PAD karena pajak hotel termasuk dalam
jenis pajak daerah. Hasil penerimaan Pajak Hotel merupakan pendapatan
daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke daerah kabupaten atau kota™.
Pernyataan tersebut seharusnya pajak hotel dapat berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Jadi dapat dikatakan bahwasannya jika jumlah
penerimaan Pajak Hotel memberikan kontribusi yang baik pada pajak daerah
maka hal tersebut juga akan dapat mempengaruhi penerimaan PAD.

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Rista Anggraini**, yaitu Pajak Hotel memiliki pengaruh yang positif

130

Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ..., hal. 18-19

31 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Grafindo, 2010),
hal. 322

132 Rista Anggraini, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap
Peningkaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016”, dalam skripsi,
Universitas Nusantara PGRI Kediri.
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signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pajak hotel
dapat mempengaruhi peningkatan PAD. Semakin tinggi pajak hotel yang
diterima maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. Hasil penelitian
ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani***, bahwa
Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Pajak Hotel
sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah haruslah
dikelola secara maksimal. Selain itu, pajak Hotel juga merupakan salah satu
komponen terpenting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
guna pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi
penerimaan Pajak Hotel maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah,
di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada
meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

D. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehatan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Hotel secara bersama-sama
terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data didapat informasi bahwa variabel

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

133 Sulistiyani Lewasari, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, dalam Skripsi,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
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Bangunan (BPHTB), dan Pajak Hotel secara simultan berpengaruh positif

terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Grafik 5.4
Target dan Realisasi PAD Tahun 2014-2019
(Dalam Rupiah)
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Sumber: Data Bapenda Tulungagung 2014-2019, data diolah.

Berdasarkan grafik 5.2 menunjukkan data dari jumlah target dan
realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014-2019 oleh
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda ) Tulungagung, bahwa dari tahun ke
tahun jumlah realisasi PAD mengalami penerimaan yang fluktuatif. Pada
tahun 2014 sampai dengan 2016 realisasi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah mengalami peningkatan meski tidak terlalu banyak tetapi realisasi
Pendapatan Asli Daerah dapat memenuhi target dari yang telah ditetapkan,
yaitu bila diurutkan dari tahun 201-2016 adalah sebesar Rp.
275.699.829.432,52, Rp. 309.646.329.184,74, dan Rp. 342.570.756.798,97.

Kemudian pada tahun 2017-2019 penerimaan realisasi Pendapatan Asli
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Daerah (PAD) mulai mengalami penerimaan naik dan turun yaitu pada tahun
2017 realisasi yang didapatkan meningkat yaitu sebesar Rp.
503.103.394.882,52, kemudian pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.453.153.465.280,26.
Tahun 2019 jumlah penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yaitu sebesar Rp. 486.358.101.284,37.

Penurunan pada tahun 2018 tersebut bukan terjadi pada variabel PBB,
BPHTB, atau pajak hotel melainkan terjadi penurunan pada realisasi
penerimaan pajak yang lain yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi
penerimaan pada Pendapatan Asli Tulugagung. Namun demikian, dari jenis
pajak BPHTB dan Pajak Hotel mengalami peningkatann jika dibandingkan
realisasi penerimaan pada tahun 2018. Walaupun penerimaan dari
Pendapatan Asli Daerah mengalami penerimaan yang fluktuatif, namun pada
jumlah penerimaan realisasinya dapat memenuhi atau bahkan melebihi dari
target yang telah ditetapkan. Jadi, variabel PBB, BPHTB, dan pajak hotel
dapat dikatakan berpengaruh terhadap PAD.

Menghadapi hal ini, maka pada tahun berikutnya Bapenda Kabupaten
Tulungagung mengupayakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak secara
lebih komprehensif. Langkah-langkah nyata yang dilakukan yaitu seperti
peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana
dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak, lalu mengintensifkan

pengawasan dan pemeriksaan, melakukan penagihan, koordinasi dengan
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instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data dan
juga penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat
pedesaan yang perlu terus dilakukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Isnaini‘**
bahwa PBB dan Pajak Hotel memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap
PAD. Adanya potensi wisata dan budaya menjadikan bisnis perhotelan
semakin menjanjikan. Potensi ini selayaknya memberikan kontribusi
terhadap penerimaan pajak yang ada dan dengan melihat perkembangan dan
pembangunan sektor hotel yang ada menunjukkan bahwa sektor hotel
merupakan sektor potensial yang perlu di kembangkan dan digali lebih
maksimal.

Penelitian yang dilakukan ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari
Dymitri,dkk'*> bahwa PBB dan BPHTB memiliki pengaruh terhadap PAD.
Untuk meningkatkan penerimaan BPHTB dan PBB perlu dilakukan
pendataan ulang untuk setiap wajib pajak yang memiliki kepemilikan
tanah/bangunan. Setiap wajib pajak baru juga dibutuhkan sosialisasi pajak
BPHTB dan PBB secara menyeluruh dan jelas berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib

3% Siti Isnaini, Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016, dalam
Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018.

35 Dymitri Hani Puspita Sari,dkk., Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan BPHTB
dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor), dalam Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13
(2) 2018, 176-193
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pajak baru dan mengurangi resiko kelalaian pembayaran pajak. Dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah, seharusnya Pemerintah Daerah dapat
meningkatkan potensi pajak daerah lainnya, walaupun PBB dan BPHTB
memiliki target dan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
unsur pajak daerah lainnya, pemerintah Kabupaten dapat lebih menggali
potensi unsur pajak daerah lainnya, dan unsur pendapatan asli daerah lainnya
seperti hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
yang dipisahkan, hal ini akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah.

k** intensifikasi adalah suatu usaha atau tindakan

Menurut Dymitri,dk
memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih
ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha
untuk melakukan pemungutan sepenuhnya, dan dalam batas-batas yang
sudah ditentukan. Selain itu dilakukan juga usaha ekstensifikasi yang artinya
usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan
daerah yang baru atau belum ada. Kondisi tersebut disebabkan adanya

kontribusi pencapaian target dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah

dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah.

13 1bid.,
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E. Implikasi Penelitian
1. Implikasi Teoritis

a. Pemilihan metode yang tepat untuk menganalisa adanya hubungan
jangka panjang dan pendek antara variabel independen dan variabel
dependen pada data time-series, adalah metode VECM (Vector Error
Correction Model).

b. Untuk pengujian dengan menggunakan metode VECM variabel PBB,
BPHTB, dan Pajak Hotel mempunyai pengaruh terhadap PAD dalam
jangka panjang ataupun jangka pendek. Variabel PBB memiliki
pengaruh yang signifikan dan negatif dalam jangka panjang maupun
pada jangka pendek terhadap PAD. Variabel BPHTB tidak memiliki
pengaruh yang signifikan dan positif dalam jangka panjang maupun
pada jangka pendek terhadap PAD. Dan variabel pajak hotel
berpengaruh signifikan dan positif pada jangka panjang maupun

jangka pendek.

2. Implikasi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran
bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam
rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari sektor pajak. Misalnya mengetahui bahwa ketika kontribusi
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pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata mengalami
penurunan.

Pemerintah daerah akan dapat segera mencari tahu penyebab dari
penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tersebut. Sehingga pemerintah daerah dapat membuat
kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat untuk bisa meningkatkan
penerimaan pajak daerah dan mengevaluasi kembali target penerimaan
pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan
agar lebih terarah dan juga dapat disesuaikan dengan potensi riil daerah

yang ada agar lebih optimal.



